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PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG PENJABAMN ANGGAMN PENDAPATAN DAN I]ELANJA I)AERAH

Menimbang : a.

PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGAMN 2012

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerrah Nomor 6

Tahun 2ALL tentang Anggaran Pendapatan dan tlelanja Daerah

Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran ?zALZ dan sehullungan dengan

perkembangan keadaan yang menyebabkan perges(:ran antar unit

organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanjil, serta untuk

melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari pergeseran

anggaran sesuai Persetujuan DPRD Nomor : 90t3/DPRDl796al20L2

dan Nomor: 900/DPRD/797a|20t2 Perihal Pers,:tujuan Revisi

Anggaran pada tanggal29 Juni20t2;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur l3orontalo Nomor 1 Tahun

2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapratan dan Belanja Daerah

Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran ZAQ;

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indo,nesia .[ahun 1985 Nomor

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiil Nomor 3312)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-lJndang Nomor 12 Tahun

1994 (Lembaran Negara Republik Indonesiia Tahun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indon,esia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang l3ea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Nr3gdr? lRepru[lik Indonesia

Tahun t997 Nomor 44, Tambahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3688); J
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3.

4.

5 .

6 .

7.

B.

9 ,

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Repulll ik Indonesia

Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun ?-002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lernbaran Nt:gara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor L37, Tambahan l-embaran Negara

Republik Indonesia Nomor a252);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun :2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonelsia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang P,:rbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun i1004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonersia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ,+400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentiang sis;tenr perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Inrjonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repurblik Indonesia

Nomor 442L);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2a04 tentang pernerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2004 Nomor rz5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dergan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubaharr Kedua atas

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemrerirrtahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonnor a}afl;

undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentarrg perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonror 4438); I--J

10.

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



1 1 .Undang-Undang Nomor 27 Tahun ;1009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Penvakilan Rakyat Daerah dan Dewan Penvilkilan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor t')-3, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a3);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajilk Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Relpublik Indonesia

Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20It tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran t{egara Republik

Indonesia Tahun 20LL Nomor 82, Tambahan l-enrbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5Ba);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentarrg Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala D,aerah tilernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tanrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anr3gota Devran Penvakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2004

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Inrionesia Nomor

4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakil 'rir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 2007 terntang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor ,24 Tafrun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan darr Anggota Dewan

Peruuakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara R,epublik Indonesia

Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik InrJonesia Nomor

Nomor a7I2);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2Cr05 terrtarg Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Ne,lara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambilhan |._enbaran Negara

Republik Indonesia Nomor a502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 terntang pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal'run 2005 Nomor

136, Tambahan Lembaran Negara Republi< Indonesia

Nomor 4574); I----J
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18 .Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor I37, Tambahan Lembaran Negara Reputllik Indonesia

Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005i tentang Hibah Kepada

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonr:sia Tahun 2005 Nomor

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiia trlomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor r40, Tambahan Lembaran Negara Repubrlik Indonesia

Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun i1005 tr3ntilng pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Atas penyelenggaraan pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Irrdonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 terntang pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lemtraran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambal'an Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a6Ifl;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun ',2007 tlent.ang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Penrvakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambiahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 terrtang pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (t-enrbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Bz, Tambahan Lembaran 
,Negara Republik Indonesia Nomor 4737); -J
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27.

26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang sefta Kedudukan Keuangan

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilavah Provinsi sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011

tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang sefta

Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

Provinsi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 207L

Nomor 44);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201Ct ttlntang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor I23, Tambahan Lembaran Nr:gara llepublik Indonesia

Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber- dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

29. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Goront,alo Tahun 2006

Nomor 03 Seri E);

30. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tent;ang Anrggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun l\nggaran 2012

(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 l{ontor 06).

MEMUTUSKAN:

28.

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR

PERUBAHAN KEDUA ATAS

NOMOR 1 TAHUN 2OI2

PENDAPATAN DAN BEI-ANJA

ANGGARAN 2012

PROVINSI GORONITAI.O TENTANG

PERATURAN GUBERNUI]. GORONTALO

TENTANG PENJAB/\RF,N ANGGAMN

DAERAH PROV]INSI GORONTALO TAHUN

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Talrun 2012 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja lDaerah Provinsi Gorontalo

Tahun Anggaran 2072 (Berita Daerah Provinsi Goronterlo Tahun 20t2

Nomor 01) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebargai berikut :
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angrgaran 2012 sebagai
berikut:

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp, 16;1.639..396.1i3,+,20

b. Dana Perimbangan Rp. 6:10.131.540.8,3:5,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp___U1.630.tlS.Ot11OO

Jumlah Pendapatan RFr. 913.40:t.82:"7.0L9,20

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Bunga

3) Belanja Subsidi

4) Belanja Hibah

Rpr. 238.269.991, 1,36,40

Rtr. ,0,,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

Rp,. !i.500.000.t]0r0,,00

Rp. 187,505.31 2.C0Ct,00

Rp. 35.547.2,+6.51:1,00

Rp. 248.055.8,16.99:1,80

RB. 150.037.2:1ff10!1,00

5) Belanja Bantuan Sosial Rp,. 600.0t00.t)0t1,,00

6) Belanja Bagi Hasil Rp. 54,676.214.07Qt,tJ0

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 15.210.000.000,00

8) Belanja Tak Terduga RB. 5.000.000.0!lI0Q

Rp, 544.)t6t,51. lt .206,40

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan Rp.

Ra 433.61!JrEe.812.B0
Jumlah Belanja Rp. 938.401 .B'27,0t9,20

Surptus/(Defisit) R!. (25.()00,0q0.000,00)

Rp, 60.000,0010.0t)0,,00

Rp. 35.000.0011.0t)0,,CrO

Jumlah Pembiayaan Neto Bp. 25.000.0!!).000.00
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Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak butan Juni 2012,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkern penglundanqan peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalanr Berita Daelrah provinsi
Gorontalo.

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2OL2 NOMOR 2E

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
26 Juli 2012

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
26 Juli 2012


